
BUPATI TANA TORI.IA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Menimbang

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NECERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORA.IA,

a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi,
kineqa, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah
Daerah memberikal tambahal penghasilan berdasarkan
pertimbangan beban keia, prestasi keqa, tempat bertugas,
kondisi keda, kelangkaan profesi daJl pertimbangan objektif
lainnya;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan
tanbahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara
dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan
memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sesuai dengan ketentuar peraturan perundalg-undangan
dan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan
berpedoman pada Peraturan Pemerintah;

c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Datam Negeri Nomor
9O0-470O Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri
Dalam Negeri Terhadap Tarnt ahan Penghasilan Pegawai
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintal Daerah,
mengamanatkan Pemerintah Daerah dapat memberikan
tambahan penghasilar pegawai Aparatur Sipil Negara di
lingkungan Pemerintah Daerah setelah mendapat
persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
da.lam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
Ar^gglaran 2026;

1. Pasa.l l8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lrmbaran Negara.

Mengingat
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Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor I
Tahun 2O26 tentang Penyesuaial Pidana (l,embaral Negara

Republik lndonesia "fal:i.tr. 2026 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (trmbararr Negara Republik lndonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahar! l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

4. Undang-Undang Nomor 147 Tah]un 2024 tentang Kabupaten
Tana Toraja Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembarar Negara

Republik Indonesia Tahun 2O24 Nomor 333, Tambahan
Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 7084);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Irmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O19 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturar Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahrul] 2O2O

tentang Pedoman Teknis Pengelolaar Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2O2O Nomor 1781);

7. Peraturai Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025
tentang Pedoman Penlrusunan Anggararl Pendapatan dar
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara
Reputrlik Indonesia Tahun 2025 Nornor 7271;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukar dal Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016
Nomor 10, Tambaial Irmbaran Daerah Kabupaten Tana
Toraja Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengarr
Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun
2022 terLtalj.g Perubahan Atas Peraturan Daeral Kabupaten
Tana Toraja Nomor 1 O Tahun 20 1 6 tentang Pembentukal dan
Susuna"n Perangkat Daerah (Lembaru Daerah Kabupaten
Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 4);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun
2022 terltang Pengelolaal Keuargan Daera-h (Lembaran
Daerai Kabupaten Tala Torqja Tahun 2022 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daeral Kabupaten Tana Toraja Nomor
31);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun
2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2026 (l-embaran Daerah Kabupaten Tana
Toraja Tahun 2025 Nomor 4l;

1 1. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2025 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun
2O25 Nomor 33);
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Menetapkan

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Bupati ada.la}I Bupati Tana Toraja.
3. Pemerintaian Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah darr DPRD menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan
dengal prinsip otonomi seluas-luPNSya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerinta-han yang menjadi kewenangan daerah.

6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang
selanjutnya disingkat BKPSDM, adalah Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja.

7. Inspektorat Daerah adalah lnspektorat Daerah l(abupaten Tana Toraja.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara

lndonesia yang memenuhi syaiat tertentu, diangkat sebagai Pegawai
Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

9. Calon Pegawai Negeri Sipil yarlg selanjutnya disingkat CPNS adalah warga
Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, dan belum diangkat
sebagai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian.

10. Anggaran Pendapatal dan Belaaja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja.

11. Tamba}larr Penghasilan Pegawai selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan
penghasilal yang diberikan berdasarkan beban keda, jenjang jabatan dan
kehadiran keda dalam bentuk uang selain gaji pokok, tunjanganjabatan, dan
tunjangar lainnya.

12. Jabatan adalah kedudukan ya:rg menunjukkan fungsi, tugas, tangl]ung
jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalarn suatu satuan
organisasi.

13. Jabatan Pelaksarla adalah sekelompok PNS yang bertanggunglawab
melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan
dan pembangunan.

14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGT1ASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINOKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.
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15. Beban Ke{a adalah besaral kerja dan tanggung jawab yang dimiliki oleh
pejabat yang ditinjau dari hasil rata-rata nilai penilaian suatu jabatan.

16. Jenjang Jabatan adalah tingkatan jabatan kepegawaian yang terdiri atas
jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi.

17. Surat Perintah Pencairan Darra yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
dokumen yang digunakal sebagai dasar prencairal dana yang diterbitkan
oleh Badan Pengelola Keuaagan dan Aset Daerah berdasarkan SPM.

18. Pejabat Pelaksara Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah pejabat yarg
menempati posisi jabatan sementara karena pejabat definitifyang menempati
jabatan itu berhalargan tetap.

19. Pejabat Pelaksana Harian yang seLanjutnya disingkat Pth. adalah pejabat
yang menempati posisi jabatan sementara karena pejabat dehnitif yang
menempati jabatan itu berhalalgan sementara.

20. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan-jabatan
secara sistematis dengal menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai
faktor jabatal terhadap informasi faldor jabatan untuk menentukan kelas
jabatan.

21. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan
berdasarkan nilai suatu jabatal'I.

22. Bqsic Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut Basrc Tpp
adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelasjabatan, yalg dihitung
berdasarkan ketentuan peraturan perundalgan yarg berlaku.

23. Hari adalah hari sesuai tanggal dalam kalender masehi.
24. Cuti adalah keadaan tidal< masuk kerja yarrg diizinkan dalam jangka wal<tu

tertentu.
25. Izin adalah keadaan tidal< melakukan aktivitas pada hari kerja bagi pNS yang

diizinkan oleh atasan langsung.
26. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangal penggunaan

anggaran untuk melaksanaka! tugas pokok darr fungsi SKpD yang
dipimpinnya.

27. Hukuman Disiplin ada-lah hukuman yang dijatuhkan kepada pNS karena
melanggar peratural disiplin PNS.

28. l,aporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yalg selanjutnya disingkat
LHKPN adalah daftar seluruh ha.rta kekayaan dad Pejabat Penyelenggara
Negara yang dituargkan dalam formult Laporan Harta Kekayaan Pejabat
Negara yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAE} II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasel 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkal untuk memberikan arah, landasal
hukum dan sebagai pedomar pemberian TPP untuk memotivasi PNS dalam
melaksanakan tugas pokok darr fungsinya di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Pemberian TPP bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan PNS di
Iingkungan Pemerintah Daerah dalarn rangka memenuhi kehidupan yang
layak untuk meningkatkan kineda PNS lingkup Pemerintah Daerah.
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BAB III
PRINSIP PEMBERIAN TPP PNS

Pasal 3

Pemberia! TPP PNS didasarkal atas prinsip:
a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan

landasan peraturan perundalg-undangan, kepatutan, dan keadilan;
b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggunglawabkal kepada

masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundalg-undangan;
c. proporsionalitas dimaksudkal bahwa pemberian TPP mengutamakan

keseimbangan antara hak dan kewajiban;
d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target

atau tujuan, tepat waktu sesuai dengan perencanaan kineda yang telah
ditetapkan;

e. keadilal dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus
mencerminkal rasa keadilan dan kesarnaan untuk memperoleh kesempatan
akan fungsi dar peran sebagai PNS;

f. kesejahteraan dimalsudkar bahwa pemberian TPP diarahkal untuk
menjamin kesej ahteraan PNS; dan

g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi
anggaran belanja Pemerintah Daerah.

(1) Dalam melalsalakan tugasnya, PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah
diberikan TPP.

(2) TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkarr
kdteria:
a. beban kerja;
b. kondisi keqa; dan/atau
c. kelangkaan profesi;

(3) TPP PNS berdasarkan kriteria bebal kerja sebagaimara dimaksud pada ayat
(2) huruf a:
a. TPP berdasarkan kriteria bebal kerja diberikan kepada pNS yarlg datam

melaksanalan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu
normal minima] 112,5 jam perbulaa (seratus dua belas koma lima jam
perbulan) atau batas waktu normal minimal l7O jam perbulan (seratus
tujuh puluh jam perbulan); dan

b. besaran persentasi TPP berdasarkan kriteria beban keda sesuai
kemampuan keuangan daerah dari besa::an basic Tpp.

(4) TPP PNS berdasarkan kriteria kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b terdiri dari:
a, kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pNS yang

melalsaiakan tugas dan tanggun&iawab memiliki resiko tinggi seperti
kesehatal, keamanan jiwa darr lainnya;

BAB IV
KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 4
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b. rincian kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimala dimaksud
pada huruf a, ada.lah seluruh PNS yang melasanakan tugas pada kriteria:
1. peke{aal yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
2. pekerjaan yang berkaitai langsung dengal bahal kimia

berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
3. pekerjaan yalg berisiko dengal keselamatan kerja;
4. pekerjaan yalg berisiko dengan apa.rat pemeriksa dan penegak

hukum;
5. pekerjaan satu tingkat dibawahnya tidal ada pejabatnya; daa/atau
6. pekerjaan satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan

fungsional dai tidak ada jabatan struktural dibawalmya.
c. Besaran persentase TPP PNS berdasarkan kondisi kerja sesuai

kemampuan keualgan daerah dari basic TPP.

(5) TPP PNS berdasarkar kriteria kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
a. Kriteria TPP berdasarkan kelalgkaal profesi diberikan kepada PNS yarg

melaksanakan tugas pada kriteria:
1) keterampilan yang dibutuhkan untuk pekedaan khusus; dan/atau
2) kualilikasi pegawai pemda sangat sedikit/harnpir tidak ada yarg bisa

memenuhi pekerjaan dimaksud;
b. TPP berdasa-rkan kriteria kelangkaan profesi diberikal kepada PNS yang

melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah
Daerah;

c. Penetapan kriteria TPP berdasarkan kelaagkaar profesi oleh Bupati; dan
d. Alokasi TPP berdasarkan kelargkaan profesi adalah minimal 1O%

(sepuluh persen) dari basic TPP.

BAB V
PENETAPAN DAN PERHITUNGAN BESARAN TPP PNS

Pasal 5

(1) Penetapan besaran TPP didasarkan pada pararneter sebagai berikut:
a. kelasjabatan;
b. indeks kapasitas hskal daerah;
c. indeks kemahalan konstruksi; dan
d. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.

(2) Besaran Basic TPP yang diberikan diperoleh dengan menggunakan rumus:
(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerahl x (indeks
kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).

(3) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan
berdasarkar Peraturan Bupati tentang Eva_luasi Jabatan di Lingkungal
Pemerintah Daerah.

(4) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan
kemampuan keuangal daerah dan ditetapkan lebih lanjut dengan
Keputusan Bupati.
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Pasal 6

Perhitungan alhir besaran TPP PNS dilakukan denga-n melakukan penjumlahan

dari total perkalian antara basic TPP PNS dengan masing-masing kriteria
sebagaimala dimaksud datam Pasal 4 ayat (2l,.

BAI} VI
PENILAIAN TPP PNS

Pasal 7

(1) Pembayaran TPP PNS setiap bulan dinilai berdasarkan produldivitas kerja
dan disiplin keda.

(2) Pembayaran TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar
berdasarkan:
a. penilaian produktivitas keda sebesar 60% dari besaran TPP yang diterima

PNS; dan
b. penilaian disiplin keda sebesar 40% dari TPP yang diterima PNS.

Pasal 8

(1) Penilaian produktivitas kerja sebagairnala dimalsud dalam Pasal 7 ayat (2)

huruf a dilakukan berdasarkan:
a. pelaksanaan tugas; dan/atau
b. penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelal<salaal tugas pegawai

yang dipimpinnya.
(2) Pelaksanaan tugas sebagaimala dimaksud pada ayat (1) huruf a altara lain:

a. uraian tugas jabatan;
b. indikator kinerja utama;
c. perjanjian kinerja; atau
d. indikator kinerja individu.

(3) Pelaksana tugas menetapkan sasaran dan target kineda individu pada awal
tahun anggaran paling larnbat minggu kedua bulan januari setiap tahunnya.

(4) Penginputan sasaran dan target kinerja serta aktivitas ke{a individu diinput
melalui sistem e-kinerja.

(5) PNS yarg dikecualikan dari melaksanakal input sistem e-kinerja
sebagaimala dimaksud pada ayat (4) yaitu:
a. PNS yang melaksanakal cuti sakit, cuti tahunan, cuti bersalin, cuti

alasa! penting, cuti besa-r: dafl cuti diluar talggungal negara; dan
b. Jabatan pramu kebersihan, pramu pemakaman, pramu saji,

pengemudi/sopir, petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan, darr
petugas keamanan.

Pasal 9

(1) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimal<sud da1am Pasal 7 ayat (2) huruf
b dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadaan pegawai, meliputi:
a. terlambat masuk kerja;
b. pulang sebelum waktunya; dan
c. tidak masuk kerja.

(2) Kehadimn pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pada saat
masuk kerja dan pada saat pulang kerja.
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(3) Kehadiranmeliputi:
a. hari dan jam keia di dalam satuan organisasi; dan/atau
b. hari penugasan di luar satuan organisasi.

(4) Hari kerja sebagairnana dimaksud pada ayat (3) huruf a sesuai dengan hari
keda yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daeral.

(5) Jarn kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan selama 42'5

(empat puluh dua koma lima)jam kerja dalam 1 (satu) minggu'

Pasal 10

(1) Ketentuan hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a
tidak berlaku untuk hati libur nasional dan cuti bersanna yang ditetapkan

oleh Pemerintah.
(2) Ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) pada

Bular Ramadhan, menyesuaikan dengan penetapan jam kerja dari
Pemerirrta}l.

(3) Ketentua! hari keda dan jam keda untuk satuan organisasi di lingkungan
Pemerintah Daerah yang tugasnya bersifat khusus berpedoman Pada
Keputusan Bupati yang mengatur tentang hari kerja dan jam kerja untuk
satuan organisasi tersebut.

Pasal 1 I

Setiap PNS wajib hadir dan melaksanakan tugas di tempat keda dalam satuan
organisasi masing-masing sesuai ketentuan hari kerja dan jam kefa.

Pasal 12

(1) Setiap Pegawai wajib rekam kehadiran melalui apukasi SIAP TANA TORAJA
atau aplikasi SIMPEGNAS pada setiap kehadiran di tempat kerja da-tam

satuan orgalisasi masing-masing.
(2) Rekam kehadiran melalui aplikasi SIAP TANA TORA.IA sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai tanggal 2 Januari 2O26 sampai
dengan tanggal 3l Maret 2O26.

(3) Rekam kehadiran melalui aplikasi SIMPEGNAS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) di.laksanakan terhitung mulai tangal I Apil2026.

(4) Rekam kehadiran secara melalui aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan pada waktu masuk kerja darr pada waktu pulang kerja.

(5) Dalam hal aplikasi SIAP TANA TORA^,A atau aplikasi PRESENSI mengalami
kerusakan/tidak berfungsi, PNS wajib melaporkan kerusakan/tidak
berfungsinya dalam aptkasi SIAP TANA TORA"IA dan aplikasi SIMPEGNAS.

Pasal 13

(1) Setiap PNS yang mendapatkan penugasan di luar satuan organisasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b wajib hadir dan
melaksanakan tugas pada tempat sesuai penugasan.

(2) Kehadiran pada tempat sesuai penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus dibuktikan dengan surat tugas yang ditandatalgani oleh atasan
langsung atau kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
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Pasal 14

(1) Kehadiran PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dart Pasal

13, ha-rus dicatat dan/atau direkap setiap bulan.
(2) Akumulasi kehadiran PNS pada Bulan Desember tetap diperhitungkan dan

terakumr. asi pada rekap kehadiran pada bulan berikutnya.
(3) Rekap absen kehadiran sebagaimana dimaksud Pada ayat (l) dikelola dart

disimpan pada seliap saluan organisasi.

Pasal 15

(1) Dalam hal keadaan mendesak dan Penting, atasan langsung dapat

menugaskan PNS secara lisan dal/atau tertulis untuk melaksanakar tugas
yarg dapat melebihi ketentuan hari dal jam kefa.

(2) Dalam hal penugasan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

atasan langsung PNS yang ditugaskan segera menerbitkan surat tugas

BAB VII
PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TPP PNS

Pasal 16

(1) Pemberian tambahan penghasilan untuk setiap jabatan yang ada di
lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan kelas jabatan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) TPP PNS tidak diberikan kepada:

a. PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang nyata tidak mempunyai
tugas/jabatan /pekerjaan tertentu Pada perangkat daerah;

b. PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yalg tidak masuk kerja selama 1

(satu) bulan pada bulan berkenaan kecuali mempunyai alasan yartg sah
sebagaimala dimaksud dalam Pasal 17 ayat (8);

c. PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan untuk
sementara atau dinonaktilkan;

d. PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikar dengan

hormat atau tidak dengan hormat;
e. PNS di lingkungal Pemeiintah Daerair yang diperbantukan

/dipekerjakan/dititipkan pada instansi /lembaga negara dan/atau
lembaga lairlnya di luar Pemerintah Daerah;

f. PNS yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas

tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun:

g. PNS dengan status titipal dalam lingkup Pemerintah Daerah;

h. PNS yang dibebaskan dari jabatartnya karena melaksanalan tugas
belajar;

i. PNS sebagai tenaga pendidik;
j. PNS pada unit kerja berstatus Badan Layanan Umum Daerah dan/atau

telah menerapkan remunerasi; dan/atau
k. PNS pada unit kerja yang sudah menerima tambahan penghasilan berupa

insentif/jasa medik.
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(3) PNS mutasi masuk pada Pemerintah Daerah diberikan TPP setelah TPP PNS
yang bersangkutan dianggarkan oteh Pemerintah Daerah.

(4) PNS yang diberikan tugas tambahan sebagai keanggotaan dalam tim, panitia,
kelompok ke{a, dan pejabat pengadaan yang ditetapkan oleh pejabat yarg
berwenang, dapat diberikan tambahan penghasilan lain berupa honorarium.

(5) PNS yang ditugaskan atau ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagai
narasumber atau pembahas, moderator dan pembawa acara da.lam kegiatan
seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, ruorkshop,
sarasehan, simposium dan kegiatan sejenis dapat diberikan tambahan
penghasilan lain berupa honorarium narasumber/pembahas
/moderator/pembawa acara.

Pasal 17

( I ) Setiap PNS yang tidak mengikuti apel pada Senin pagi darr Upacara pada hari
kerja yang dipusatkan di tempat yang ditentukan, dikenakan pengurangan
TPP PNS sebesar 2olo (dua persen) dari peni.taian disiplin kerja.

(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu PNS yang bertugas pada
perangkat daerah yang ditentukan dalam surat dan/atau undangan untuk
mengikuti apel pada Senin pagi dan Upacara pada hari kerja.

(3) PNS selain sebagaimala dimaksud pada ayat (2), tetap melaksanakai apel
pada Senin pagr daI Upacara pada hari kerja di tempat kerjanya masing-
masing.

(4) Dalam hal PNS yang tidak mengikuti apel pada Senin pagi dan Upacara pada
hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan yang sah tidak
dikenakan pengurangan TPP dengan melampirkar dokumen pendukung.

(5) Pengurangan pemberian TPP berdasarkan penitaian disiplin kerja
diberlakukan kepada:
a. PNS yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan

pengurangan tambahan penghasilan:
1) sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap I (satu) hari tidak masuk kerja;

dan
2) pal,Jrg banyak sebesar lOO7o (seratus persen) untuk tiap 1 (satu)

bulan tidak masuk kerja.
b. PNS yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan

pengurangan ta_mbahan penghasilan.
c. PNS yang pulang keda sebelum waktunya pada bulan berlatan, maka

diberikan pengurangan tambahan penghasilan.
d. Besaran persentase pengurangan tambahar penghasilan sebagaimala

dimaksud pada huruf b dan huruf c tercantum dalam l,ampiran I yang
merupakan bagiaa tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini

e. PNS yang dikenai pemberhentian untuk sementara atau dinonaktilkan,
karena terkena/terlibat kasus hukum dan/atau sedang menjalani masa
penahanan oleh pihak yang berwajib, tidak diberikan Tpp pNS terhitung
sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara.

(6) Keterlambatar masuk kerja dengan akumulasi keterlambatan masuk keda
tidak mengurangi sanksi disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.



-7L-

(7) Pengurangan pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a,

huruf b, dal huruf c, tidak diberlakukal jika memiliki alasan yang sal: dan
memenuhi ketentuan prosedural sesuai ketentua! dalam Peraturan Bupati
ini.

(8) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa:
a. alasan karena salit dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter

yang memiliki surat izin praktek sesuai ketentuan peratural perundang-
undangan;

b. alasan karena cuti dibuktikar dengan surat keterangan cuti sesuai
ketentuan peratural perundalg-undangal;

c. alasan sesuai ketentuan sebagaimana dimalsud dalam Pasal 13, darr
Pasal 15; dan/atau

d. alasan lain yang dituliskan dalam surat permohonan izin/pemberitahuan
yang disetujui oleh atasan langsung.

(9) Surat keterangan sakit dari dokter sebagaimaia dimalsud pada ayat (8)

huruf a harus disampaikan kepada pejabat atau yang menangali rekam
kehadiran paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak hari pertama masuk kerla
setel,ah sembuh dari sakit.

(1O) Surat keterangan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b harus
disampaikan kepada pejabat atau yang menargari rekam kehadiran paling
lama 3 (tiga) hari kerja sejak hari pertarna mulai cuti.

(11) Surat atau dokumen lainnya yang menyatakaa pelaksanaal ketentuan
sebagaimala dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 15 harus disampaikan
kepada pejabat atau yang menangali rekarn kehadiral paling larna 3 (tiga)
hari kerja sejak hari pertama masuk kerja setela1l kejadian/pelaksanaan
tugas.

(12) Surat permohonan izin/pemberitahuar sebagaimana dimaksud pada ayat (8)

huruf d harus disampaikan kepada pejabat atau yang menangani rekam
kehadiran paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak hari pertarna masuk kela
setelah tanggal dilakukalnya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3).

(13) Format surat permohonan izin/pemberitahuan tercantum dalam Lampiran II
yar:g merupakan bagian tidak terpisahkal dari Peraturan Bupati ini.

(14) PNS yang tidak berada di tempat tugas tanpa alasan yang sah/tanpa izin,
maka atasan lalgsung mengeluarkan surat keterangan dengan format
sebagaimana tercantum dalarn Lampiran III yarrg merupal<arr bagian tidat
terpisahkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

(1) Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal f7 ayat l$ huruf b terdiri atas
a, cuti sakit;
b. cuti tahunan;
c. cuti bersalin;
d. cuti alasan penting;
e. cuti besar; dan
i cuti diluar tanggungan negara.

(2) PNS yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a,
huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diberikan Tpp sebesar tO0% (seratus



persen) dari penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2) huruf b pada bulan berkenaan.

(3) PNS yarlg melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
dan huruf d, diberikan TPP dari penilaian produkivitas kerja dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. cuti t hari sampai dengan 6 ha-ri diberikan TPP sebesar 75% (tujuh puluh

lima persen) dari penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a pada bulan berkenaan;

b. cuti 7 hari sampai dengan 12 hari diberikar TPP sebesar 50% (Iima puluh
persen) dari penilaiar produktivitas keda sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2) huruf a pada buLan berkenaan:

c. cuti 13 hari sampai dengan 18 hari diberikan TPP sebesar 25% (dua puluh
lima persen) dari pe[ilaian produlftivitas keda sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a pada bulan berkenaal; dal

d. cuti 19 hari sampai der'gar, 24 hari tidal diberikar TPP dari penilaian
produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf
a pada trulal berkenaal.

(4) PNS yarg melatsanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diberikan TPP dari penilaian produktifrtas kerja dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. cuti I hari sampai dengan 12 hari diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh

persen) dari penilaian produktivitas kerja sebagaimala dimaksud datarn
Pasal 7 ayat (2) hurui a pada bulan berkenaan;

b. cuti 13 hari sampai dengan 18 hari diberikan TPP sebesar 25% (dua puluh
lima persen) dari penilaial produktifrtas kerja sebagaimarra dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a pada bulan berkenaal; dan

c. cuti 19 hari sampai der.gan 24 hari tidak diberikar TPP dari penilaian
produktivitas kerja sebagaimafia dimaksud dalarn Pasal 7 ayat (2) huruf
a pada bulal berkenaan.

(5) PNS yarg melaksalalan cuti sebagaimala dimaksud pada ayat (l) huruf c,
dan huruf e tidak diberika:r TPP dari dari penilaial produktivitas keqa
sebagaimala dima-ksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a pada bulan berkenaan.

(6) PNS yarg melaksanatal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf f,
mal<a TPP tidak dibayarkan.

Pasal 19

PNS yalg dikenai sanksi hukuman berupa:

a. hukuman disiplin ringal, dikenat<an pemotongan Tpp pNS sebesar 25% (dua
puluh lima persen) selama 2 (dua) bulal pada bulan berikutnya sejak
ditetapkan surat keputusan hukumannya;

b. hukuman disiplin sedarg, dikenalan pemotongan Tpp pNS sebesar 25% (dua
puluh lima persen) selama 6 (enarn) bulan pada bulan berikutnya sejak
ditetapkan surat keputusan hukumannya; dan
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c hukuman disiplin berat, dikenakan pemotongan TPP PNS sebesar 2570 (dua

puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan pada bulan berikutnya sejak

ditetapkan surat keputusan hukumannya.

BAB VIII
TPP PNS TAMBAHAN

Pasal 20

(1) Plt. atau Plh. atau penjabat diberikan TPP PNS tambahan, yang menjabat
dalarn jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.

(2) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap
sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat menerima TPP PNS tambalan,
ditambal 20% (dua puluh persen) dari TPP PNS dalam jabata-n sebagai Plt.
atau Plh. atau penjabat pada Jabatan yang dirangkapnya.

(3) Pejabat yang setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. atau penjabat jabatan
lain menerima TPP PNS yalg lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen)
dari TPP PNS yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang
dirangkapnya.

(4) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau
berhalangal sementafa yafrg meralgkap sebagai Plt. atau Plh. atau
penjabat hanya menerima TPP PNS pada Jabatal TPP PNS yang tertinggi.

(5) TPP Pegawai PNS tambahan bagi Pegawai yallg merangkap sebagai Plt. atau
Plh. atau penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt.
atau Plh. atau penjabat.

(6) TPP Pegawai PNS tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau
Plh. atau penjabat dibaya:'kan pada perangkat daerah dimara pegawai
tersebut merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat.

(l) Pemberia:r TPP sebagaimala dimaksud dalam pasal 4 dianggarkan pada
DPA masing-masing Perangkat Daerah.

(2) Pemberian TPP sebagaimana dimalsud pada ayat (1) dibebankan pada
APBD.

(3) Pemberial TPP sebagaimana dimalsud pada ayat (1) direalisasikal sesuai
dengan kema-Inpuarr keuangal daerah.

(4) Kekura:rgal alokasi pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat dianggarkan pada perubalran APBD ta}Iun berkenaan.

BAB IX
PENGANGGARAN

Pasal 21

BAB X
PEMBAYARAN PEMBERIAN TPP

Pasal22
(1) Pembayaral pemberian TPP dilakukan oleh masing-masing perangkat

Daerah.
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(2) Kepala BKPSDM bertanggungjawab menyediakan data sesuai aplikasi yang
dijadikar dasar pembayaran pemberian TPP di masing-masing Perangkat
Daerah.

(3) Pembayaran TPP dapat diberikan setelah yang bersangkutan melaporkan
LHKPN.

(4) Besaran pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkarr
dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

(5) Format Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) tercantum dalam Lampiran lV yang merupakal bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

(1) Dalam hal te{adi perubahan atau pergantian jenjang jabatan maka PNS
yang dilantik/ditetapkan dan melaksanakan tugas pada atau sebelum
tangga.l 15 (lima belas) bulan berkenaan, diberikan TPP PNS pada jabatan
baru dan dibayarkan mulai bulan berikutnya, sedangkan PNS yang
dilantik/ditetapkan dan melal<sanakan tugas setelah tartggal 15 (lima belas)
buLan berkenaan, diberikan TPP PNS pada jabatan lama.

(2) Evaluasi pembayaran TPP dilaksanakan setiap tri\tr'ulan oleh Tim
Pelalcsanaan Pemberiatr TPP PNS di Lingkungan Pemerintah Daerai Tahun
All,ggjarar\ 2026.

Pasal 24

(1) Pembayara-n pemberian TPP dilaksanakan pada bulan berikutnya dengan
melalui ta].apan sebagai berikut:
a. pada tanggal I (satu) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh), BKPSDM

melaksaaakan proses penarikan, pengolahan, klarihkasi dan validasi
data dari masing-masing Perangkat Daerah beserta dokumen
pendukungnya;

b. pada tanggal 1 1 (sebelas) sampai dengan tanggal 13 (tiga belas), masing-
masing Perangkat Daerah menfapkan kelengkapan dokumen
pembayaran TPP, meliputi:
1. daftar nominatif pembayaran Tpp yang telah divalidasi oteh

BKPSDM;
2. Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang penetapan Besaral

Pembayaran TPP;
3. SPP;

4. SPM;
5. surat pernyataan tanggung jawab belanja; dan
6. daftar penelitian kelengl<apan SPP/SPM.

c. Setelah dokumen pembayaran TPP dinyatakan lengkap, masing-masing
perangkat daerah mengajukan SPM untuk pembayaran Tpp ke BpKpD
selaku Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan Sp2D, dengan
disertai:
1, daftar nominatif pembayaran TPP;
2. Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang penetapan Besaran

Pembayaran TPP;
3. surat pernyataan tanggungiawab belanja;
4. daftar penelitian kelengkapan Spp/SpM.
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d. apabila dokumen dinyatal<an lengkap maka paling cepat talggal 15 atau
paling lambat dua hari setelah SPM diajukal, Kuasa Bendahara Umum
Daerah menerbitkal SP2D untuk pembayaran TPP.

(2) TPP bulan Desember dibayarkan pada bulaa Desember 2026.

BA.E} xI
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 25

(1) Pencatatan kehadiran, ketaatan pada kode etik dan disiplin pegawai serta
pelaksanaar cuti pegawai dilakukan secara berkala setiap bu1an.

(2) Pencatatan sebagaimaaa dimaksud pada ayat (1) dilalukar oleh
Pejabat/pengelola yarg menaigani rekam kehadiran.

(3) Pejabat/pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakar oleh
pengelola kepegawaian di masing-masing Perangkat Daerah.

(4) Pelaksanaan rekam kehadiran ini akal dilal<ukan monitoring, evaluasi serta
va.lidasi oleh BKPSDM.

(5) Format rekap perhitungan kehadiran setiap bulal tercaltum dalam
Lampirar V yang merupakarl bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 26

(1) Pejabat atau pengelola kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal25
ayat (2) dan ayat (3) harus menyampaikan laporan:
a. informasi akumulasi penghitungan hari dal jam kerja yalg dilanggar

setiap pegawai berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini,
kepada atasal langsung pegawai yaig bersangkutan untuk diproses
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yarrg
mengatur mengenai disiplin PNS;

b. rincian perhitungan pembayaran TPP berdasarkan produktivitas kerja
pegawai secara bulalan, dengal menggunakan sistem e-Kinerja; dan

c. rincial perhitungan pembayaral TPP berdasarkal disiplin pegawai
secara bulanan, dengarr menggunakan absen elektronik.

(2) Format pelaporan capaian kinerja setiap bulan tercantum dalarn Lampiran
M yang merupakan bagia! tidak terpisalkan dari Peraturan Bupati ini.

BABxII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal2T

(1) PNS penerima TPP diberikan salksi administratif berupa penundaan
pembayaran TPP PNS dalam hal:
a. PNS yang tidak patuh dalarn pelaporan LHKPN;
b. PNS yang menguasai atau memanfaatkan aset milik Daerah/dikuasai

Pemerintah Daerah secara tidak sah; dan/atau
c. PNS yang belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkal

hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/Aplp.



-16,

BAB XIII
KETENTUAN LAIN.LAIN

Pasa] 28

(1) Pembayaran TPP PNS bagi PPPK disetaratan dengan nilai TPP kelas jabatan
terendah PNS dalam Peratural Bupati tentalg Eva.luasi Jabatan di
Lingkungaa Pemerintah Daerah.

(2) Pembayaran TPP PNS bagi CPNS dibayarkan sesuai dengal Jabatan yang
tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai CpNS,

(3) Pembayarar TPP PNS bagi CPNS dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat
Pernyataan Menjalankan Tugas.

(4) Pembayaran TPP PNS bagi CPNS formasi jabatan pelaksana dibayarkan
sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai
dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CpNS menjadi pNS.

(2) Pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembaya.ran TPP PNS

bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan data
admin LHKPN Pemerintah Daerah.

(3) Pemberian salksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP PNS

bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan data
Badan Pengelola Keualgan dal Pendapatan Daerah.

(4) Pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP PNS

bagi Pengawai sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c berdasarkan
data Inspeldorat Daerah.

(5) Penundaan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
dikecualikan bagi PNS yang telah membuat surat pernyataan kesediaan
menyelesaikan kerugian negara/daerah disertai dengal jaminan yang
nilainya sama dan/atau lebih besar dari kerugiar negara/daerah yang akan
rliselesaikan.

(6) Surat pernyataal kesediaan menyelesaikal kerugian negara/daerah disertai
dengan jarninan sebagailnarra dimaksud pada ayat (5) diserahkan kepada
Kepala Perangkat Daerah yang bersargkutan paling lambat tanggal 30
Nopember 2O26.

(7) Dalarn hal surat pernyataan dan jaminaa yang diseralkan kepada Kepala
Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), telah disertai
dengar jaminall sebagairnara dirnaksud pada ayat (5), Kepala Perangkat
Daerah membayarkan TPP PNS tersebut.

(8) PNS yang tidak membuat surat pernyataan darr menyerahkan jarninarr
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka PNS yarlg bersangkutan tidak
diberikar TPP pada Tahun Anggaran 2026.

(9) PNS dan/atau pejabat pengelola kepegawaiai yaig dengal sengaja
melaporkal informasi akumulasi rekarnalr kehadiral yang tidak sesuai
dengal sebenarnya, maka PNS yang bersangkutan tidak diberikal TPP
selama 1 (satu) bulal pada bulan berkenaan.

(1O) Pengawasan terhadap pelaksanaan rekarnan kehadiral pada perangkat
daerah dilalsanalan oleh BPKSDM.
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(5) Pembayaran TPP PNS bagi CPNS formasi jabatan fungsional dibayarkan
sebesar 8O % (delapal puluh persen) dari nilai TPP jabatan fungsional
tersebut.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tana Toraja
Nomor 12 Tahun 2O25 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai
ApaJatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintai Kabupaten Tana Toraja Tahun
Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2O25 Nomor 12),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3O

TPP PNS diterima sejak Bulan Januari 2026.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintalkan prengundangal Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale

RAJA,

4 lcti I
di Makale

.1.1 t,,i :, ,<

AERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

AERAH KABUPATEN TANA TORA.IA TAHUN @NOMOR .5

BEG

Di

tt)
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T,AMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 6.. TAHUN EO25

TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2026

BESARAN PROSENTASE PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

A. TERT,AMBAT MASUK KERJA

A. PULANG KERJA SEBELUM WAKTUI{YA

PULANG SEBELUM
WAKTUI\TYA (PSW)

LAMA MENINGGALKAN
PEKERJAAN SEBELUM

WAKTUITYA

PERSENTASE
PENGURANGAN

PSW 1 1 menit s.d. < 31 menit o,5%
PSW 2 3l menit s.d. < 6l menit 10/o

PSW 3 61 menit s.d. < 91 menit 1 2 Syo

PSW 4
>91 menit dan/atau tidak

mengisi absen pulang kantor 1 5

u

KEIERLAMBATAN
(TL)

LAMA KETERLAMBATAN
(LK)

PERSENTASE
PENGURANGAN

TLI 1 menit s.d. < 31 menit o,50/o

TL2 31 menit s.d. < 61 menit lYo
TL3 61 menit s.d. < 91 menit |,25v.

TL4 >91 menit dan/atau tidak
mengisi absen masuk keda I,5"/.
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LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR .5 TAHUN .: ]25
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGEzu SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2026

SURAT PERMOHONAN IZIN/PEMBERITAHUAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
NIP
Pangkat/Gol
Jabatan

Dengan ini menerangkal bahwa pada hari
tan99a1...........................Saya tidak masuk kerja/terlarnbat masuk kerja/pulang
sebelum waktunya/tidak berada di tempat tugas/tidak melakukan rekam

20...

Menyetujui:
Kepala (atasan tangsung),

(Nama)

Pangkat :

NIP.

") coret yang tidak perlu

(Nama)

Pangkat :

NIP.

B A TORAJA,

t
l-l

EG

Pemohon,
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LAMPIRAN NI
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 5... TAHUN z.-r;t>

TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASII"AN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2026

FORMAT SURAT KETERANGAN PEGAWAI PNS YANG TIDAK BERADA DI
TEMPAT TUGAS TANPA AI,ASAN YANG SAH/TANPA IZIN

Kop Surat

SURAT KETERANGAN
Nomor : ...........................

Yang bertanda tangarr di bawah ini
Narna
NIP
Pangkat/Gol
Jabatan ......................
Dengan ini menerangkan bahwa
Nama
NIP
Pangkat/ Gol
Jabatan

Telah tidat berada di tempat tugas tanpa alasan yang sah/tanpa izin pada hari
....... tanggal antalra pukul s.d.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengar sebenar-benarnya untuk diketahui
dan digunakan sebagaimana mestinya.

20

Kepala (atasar langsung),

(Nama)

Pangkat
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Pejabat Eselon II yang bersangkutan;
2. Pejabat Eselon III yang menangani Kepegawaian.

RAJA,

.,->< F

EG
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IAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 6.. TAHUN .2.,25
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASIT,AN
PEGAWA] NECERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMEzuNTAH KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2026

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH

KOP t Daernh

KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH
NOMOR .... TAHUN ......

TENTANG

PENE.TAPAN BESARAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILqN PEGAWAI
NEGERI SIPIL PADA DINAS..............TAHUN ANGGARAN 2O26

JABATAN KEPAI"A PERANGKAT DA.ERAH,

Menimbang : a. balr /a ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya

Mengingat

dan seterusnya...;

Memperhatikan

dan seterusnya...;

MEMUTUSKAN :

Menetapka-n
KESATU Menetapkan Besaran Pembayaran Tambahan Penghasilan

Negeri Sipil pada Dinas..........Tahun Anggaran 2026
sebagaimana tercsntum dalam Lampiran yang mempalaJr
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

I
2
3

1

2

KEDUA
KETIGA
KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
Kepala PD,

Nama
Pangkat:
NIP



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
NOMOR :

TANCGAL:
TENTANG : PENETAPAN BESARAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWA1 NEGERI SIPIL PADA DINAS .,.

TAHUN ANGGARAN 2026
DAFTAR PERHITUNGAN PENERIMA TPP PNS

Nama PD
Bulan:
Tahun

Makale,

BENDAHARA GAJI,

NO NAMA/NIP GOL/RUANG NO.REK JABATAN KELAS
JABATAN

TPP

100
PRODUKTIFITAS
KER.JA

DISIPLIN
KER.]A

JUMLAH TPP

KOTOR
PPH TPP

DITER]MAKAN
TANDA
TANGAN

l 2 3 5 6 7 8=(60%"SCK) 9 = (4Oolo.SK) 10={7*(8+9)/ 10O 11 12=(1O- 11)

Keterangan:
SCK= Skor Capaian Kinerja
SK = Skor Kehadiran

PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA
PENGGUNA ANGGARAN

(..........
Pargkat :

NIP :

BENDAHARA PENGELUARAN,

(.....,.....
Pallgkat
NIP :

(.........,...
Pangkat :

NIP :

r
il

RAJA,

EG

..) .) ...)
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LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR .6 TAHUN .:] ]-:-

TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASIIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026

FORMAT REKAP PERHITUNGAN KEHADIRAN PNS LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA

REKAP PERHITUNGAN KEHADIRAN PNS PADA DINAS
OPD
Bulan

NO NAMA

(NrP)
TANGGAL KETIDAKIIADIRAN SKOR

KEIIADIR,AN

HP KTI XATI KTJJI KTIV KTV KTVI
I
2

1, HP
2. K't t

3. KT II
4, KT III
5. KT IV
6. KTV
7. KT Vl

Menyetujuidanmengesahkan, BendaharaPengeluaran,
Pen8guna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran

Pangkat

Datang dan pulang tepat waktu/ sesuai jam keda
Terlambat dan/atau pulang mendahului 1 menit sampai dengan < St Menit
Terlambat dan/atau pulang mendElului 31 menit sampai dengsn < 61 Menit
Terlambat dan/atau pulang mendahului 6l menit sampai dengan < 9l Menit
Terlambat dan/atau pulang lebih awal lebih > 91 Menit dan/atau tidak mengisi absen masuk keda
Absen hanya satu kali
Tida* masuk kerja, Tidak melaksanalGn kerja, cuti, tidal( absen masuk dsn pulang

Bendaharaa Caji, Pembuat Daftar Gaji,

NIP

(...........
Pangkat i

NIP

(...........
Pangkat
NIP

fIT- Ifr

(... (...,)

Pangkat
NIP

..) ....) ..)



1. Kdteria Keterlambatan PNS :

a. Terlambat dan/atau pulang mendahuli 1 {satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit
KT I = 0,5 % x Jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului

b. Terlambat dan/atau pulalg mendahuli 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit
KT II = 1 7o x Jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului

c. Terlambat dan/atau pulang mendahuli 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit
KT III = 1,25 % x Jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului

d. Terlambat dan/atau pulang mendahuli lebih dari 91 (se=mbilan puluh satu) menit dan/atau tidak absen masuk kerja/ absen
hanya satu kali
KT V= 1,5 7o x Jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului atau meninggalkan tugas

e. Tidak hadir bekerja dan/atau tidak mengisi daftar hadir kerja
KT VI= 3 % x Jumlah hari tidak hadir kerja

2. Skor total kehadiran dirumuskan sebagai berikut :

Skor Total Kehadiran (a/o) = 1 OO%- lketidakh.ediran (KT) %

BU

t

TAN

-24-



LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR .6.. TAHUN .2C25
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASII,AN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2026

FORMAT PEII.PORAN CAPAIAN KINERJA PEGAWAI SETIAP BUI,AN

PELAPORAN CAPAIAN PREDIKAT KINER.JA PEGAWAI

Nama Perangkat Daerah:
Bulal :

Tahun :

NO NAMA NIP PREDIKAT KINERJA
PEGAWAI

Keterangan :

1. Predikat Kinerja Pegawai Sangat Baik diberikan TPP PNS sebesar 1OO% (seratus
persen) dari penilaian produktivitas kerja.

2. Predikat Kinerja Pegawai Baik diberikan TPP PNS sebesar 90% (sembilan puluh
persen) dari penilaiar produktivitas kerja.

3. Predikat Kinerja Cukup diberikan TPP PNS sebesar 80% (delapan puluh persen)
dari penilaian produktiyitas kerja.

4. Predikat Kinerja Pegawai Kurang diberikan TPP PNS sebesar 70% (tujuh puluh
persen) dari penilaian produktivitas keia.

5. Predikat Kineia Pegawai Sangat Kurang diberikan TPP PNS sebesar 50% (lima
puluh persen) dari penilaian produktivitas kerja.

Malale,

Kepala Peralgkat Daerah,

(

Pangkat :

NIP :

RAJA,

JABATAN

)


